
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPAWULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANUIITENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANUII TENGAH,1

Menimbang: a. bahwa. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menjadi Retribusi
Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya dilapangan perlu
diatur dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
{Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan I emenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

r\

cara

Deztgan Persetujuan Bersaxua
DEWAN PERWAK3LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAH:

o
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Q
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDLAAN DAN/

ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengar.:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintalian Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi
dan Tugas Pembartuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daiam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahon 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerali, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi Ingas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usalia maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan daiam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosiai politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Q
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o 11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan bare lg, fosilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badar .
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan.
13.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah atas

pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.
14.Mobil/Kenderaan Penyedotan Kakus adalah mobil/kenderaan yang dimiliki dan

disediakan oleh pemerintah Daerah, khusus untuk penyedotan Tinja.
15.Tinja adalah Lirnbah yang bemsal dari buangan bilogis Manusia.
16.Septic Tank adalah Tempat penampungan Tinja yang disalurkan dari Kakus.
17.Tempat dan/atau Pembuangan Tinja adalah areal yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuk tempat pembuangan Tinja.
18.Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

21.Surat ICetetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tid&k terutang.

22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yting selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi uaerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Q
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24.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
teijadi serta menemukan tersangkanya.

BAB n
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah..

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/
atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Q

Pasal 4

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan seb&gai Retribusi Jasa
Umum.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.o
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Fasal 6

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/inenikmati pelayanan penyediaan fasilitas penyediaan
dan/atau penyedotan kjiKus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

BAB m
PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasai 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeliharaan/perawatan,
pengawasan dan pengelolaan mobil penyedotan kakus.

Pasai 8

(1) Setiap orang atau Badan dapat mengajukan permohonan untuk pemakaian
kenderaan penyedotan kakus yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh
pemerintah Daerah kepada Bupati dan/atau Pejabatyang dihunjuk.

(2) Permohon;m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbuat dengan jelas
dalam bahasa Indonesia.

(3) Surat permohonan pemakaian mobil penyedotan kakus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemakaian.

G

(

Pasai 9

(1) Bupati dapat mengabulkan dan/ atina menolak permohonan pemakaian kenderaan
penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8, setelah mendapat
pertimbangan dari Dinas/instansi terkait, baik secara administrasi maupun secara
teknis.

(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati dan/atau Pejabat yang dihunjuk
menerbitkan Surat Keputusan pemberian Izin Pemakaian.Q

- 6 -



0
(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka Bupati dan/atau Pejabat yang dihunjuk

membertahukan alasan-alasan penolakan secara tertulis kepada pemohon.

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Perkitungan Retribusi

PasallO

(1) Besamya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur
berdasarkan klasifikasi jenis bangunan dan frekuensi penyedotan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 11G
Struktur dan besamya 1 aif Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus
berdasarkan atas pemakaian Kenderaan Penyedot Kakus, ditetapkan adalah sebagai
berikut:
(1) Hotel Berbintang:

a. Bintang Satu
b. BintangDua .

c. BintangTiga .... ...
d. Bintang Empat

(2) Hotel Melati/Non Bintang, Penginapan:
a. Melati Satu
b. Melati Dua
c. Melati Tiga
d. Melati Empat

1

.Rp. 200.000,- /penyedotan

.Rp. 225.000,- /penyedotan
Rp. 250.000,- /penyedotan
Rp. 275.000,- /penyedotan

Rp. 125.000,- /penyedotan
Rp. 125.000,- /penyedotan
Rp. 125.000,- / penyedotan
Rp. 125.000,- /penyedotan

e. Penginapan, Mess. Prsanggrahandan sejenisnya ...Rp, 125.000,-/ penyedotan
(3) Restoran/Rumah makau daji sejenisnya ....
(4) Perkantoran dan Perusahaan:

Rp. 125,000,-/ penyedotan

o a. Instansi Pemerintah,TNI/POLRI Rp. 75.000,-/ penyedotan
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.Rp. 100.000,-/ penyedotan
,Rp. 100.000,-/ penyedotan
Rp. 150.000,-/ penyedotan
Rp. 75.000,-/ penyedotan

.Rp. 100.000,-/ penyedotan

b. Bank Pemerintah/Swasta
c. Perusahaan Daerah /BUMND/BUMN
d. Perusahaan Swata
e. Koperasi

(5) Rumah Sakit

Pasal 12

.Rp. 75.000,-/ penyedotan

.Rp. 65.000,-/ penyedotan
Rp. 50.000,-/ penyedotan
Rp. 50.000,-/ penyedotan

(1) Toko/ Pertokoan
(2) Rumah Tangga .
(3) Rumah Ibadah
(4) Sekolah

Pasal 13

Terhadap kegiatan penyedotan kakus yang dilakukan di luar wiiayah Daerah dikenakan
tambahan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Belgian Ketiga
Masa Penetapan Tarif Retribusi

o

Pasal 14

c (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali palinglama3 (tiga) tahun sekali.
(2) Masa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah dalam waktu lama

pemakaian sebagaimana tertera pada Surat Izin Pemakaian iang diberikan oleh
Bupati.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

(5) Tingkat penggunaan jasa pemakaian mobil penyedot Kakus berdasarkan klasifikasi
dan irekuensi penyedotan.

(6) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut

o
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BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dipungut diwilayah
Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu lan§ganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administralif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Q

Bagian Ketiga

Pemaniaatan

Pasal 17

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dergan penyelen^araan pelayanan
yang bersangkutan.

o
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(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu j>aling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jilca Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) adalab suatu
keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Q
Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat
Keberatan diterima harus memteri keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(
w

Pasal 20

0
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(2) Imbalan hunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Penj^urangan Ketetapan, dan Penghapusan

atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 21

(1} Mas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan retiibusi daerah.

(2) Bupati dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,

dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;
c. menguj-angkan atau membatalkan STRD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata earn yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membaj'ar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Q

BAB VI
PI NGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pemteyaran retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohoium pengernbalian kepada Bupati.

o
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(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bclas) buian, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) buian, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harur memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telab
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka vaktu paling lama 1 (satu) buian.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) buian sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
buian, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.Q

BAB vn
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan aihitung sejak tanggul diterimanya Surat Teguran tersebuto
- 12 -



0
(4) Pengakuan utang Pajak secara iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemeiintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dad pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan \eriih tanjut; mengenai tata earn penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB vm
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 250
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut. mengenai tata cara pemberian dan pemamaatan insentif

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diiingkungan Pfemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

o
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bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau lapcran

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkapdanjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan nentang kebenaran perbuutan yangdilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana0 di bidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, drn/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
j. menghentikan penyidiican; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

o
- 14 -



0
BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak meleksanakan kewajibannya sehingga merugjkan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasai 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Q
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan penyed'aan dan/atau penyedotan kakus
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB xm
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah Nomor 10 Taliun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

o
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Pasal 31

Ketentuan lebih Ianjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini lulai beriaku pada tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pacla tanggai 1 December 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

c
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RAJA BOMARAN S1TUMEANG

0
Diundangkan di Pandan
Pada tanggai 1 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2011SERIC

Q
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o Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan iebih ianjut mengenai teknis pelaksanajm Peraturan Daerah ini diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabuparen Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI TAPANULI TENGAH

.NJPARAF PENANG1 '-m
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RAJA BONARMi S1TUMEANG

o
Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2011
SERIC

Q
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